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PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang dengan scgala kuasa-
Nya buku perkuliahan Studi Ilmu Politik ini bisa hadir sebagai salah satu materi
perkuliahan pilihan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel.

Buku perkuliahan ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran
pada mata kuliah Studi Ilmu Politik. Secara rinci buku ini memuat beberapa
paket penting meliputi; 1. Definisi, ruang lingkup, perkembangan dan kegunaan ilmu
politik, 2. Konsep-konsep Politik, 3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu
pengetahuan lainnya, 4. Kekuasaan politik, 5. Kewenangan dan Legitimasi, 6.
Partai Politik, 7. Perilaku dan Partisipasi Politik, 8. Model-model sistem politik,
9. Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku
perkuliahan Studi Ilmu Politik. Demi kesempurnaan buku ini, dengan senang
hati kami terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif sehingga
kehadiran buku ini menjadi lebih baik.

Terima Kasih.

Penulis

H. Muhdi, M.Si



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi  Tulisan  Arab-Indonesia  Penulisan  Buku
Perkuliahan “Studi Ilmu Politik” adalah sebagai berikut.

No| Arab Indonesia Arab Indonesia
1. | ) L t
2. < b L z
3. < t ¢ ‘
4. & th ¢ gh
5. d j < f
6. T h ) q
7. ¢ kh d k
8. y d J 1
9. 3 dh ¢ m
10 J r . n
11 J y4 3 w
12 8 S ° h
13 e sh ¢ '
14| o= $ < y
15| <=

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan
tanda coretan di atas a, i. dan u (! .5 dan s ). Bunyi hidup dobel (diftong)
Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay”™ dan “au” scperti
layyinah. lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta’ marbutah dan
berfungsi sebagai sifat (modifier) atau mudaf ilayh ditranliterasikan dengan
“ah”, sedang yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.
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1.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Identitas

Nama Mata kuliah : Studi Imu Politik

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam (Adab)
Bobot : 2 sks

Waktu : 2 x 50 menit/ Pertemuan

Kelompok Matakuliah : Pilihan

Deskripsi

Mata kuliah ini membelajarkan mahasiswa-mahasiswi untuk memahami dan
mendeskripsikan beberapa materi pokok sebagai berikut :

Definisi, ruang lingkup, perkembangan dan kegunaan ilmu politik
Konsep-konsep Politik

Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya
Kekuasaan politik

Kewenangan dan Legitimasi

Partai Politik

Perilaku dan Partisipasi Politik

Model-model sistem politik

Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial

Urgensi

Mengingat mata kuliah ilmu politik ini diajarkan pada jurusan Sejarah dan
Kebudayaan Islam, maka ilmu mata kuliah ini sangat penting untuk mendasari
dan mendalami sejarah dan kebudayaan Islam. Politik adalah sejarah masa kini
dan sejarah adalah politik masa lampau. Oleh karena sejarah identik dengan
politik, maka sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan
para aktor dalam interaksi serta peranannya dalam usahanya memperoleh
jawaban atas konsep “who get what, when and how (siapa mendapat apa, kapan
dan bagaimana)”. Pernyataan ini harus dipahami bahwa sejarah yang dimaksud
disini lebih menyoroti dari dimensi politik seperti yang lazim dihadapi rezim
terdahulu sewaktu sejarah politik masih dominan dalam penulisan sejarah. Oleh
karena sejarah dan kebudayaan Islam sangat erat kaitannya dengan aktifitas dan
fenomena politik, maka mata kuliah ilmu politik menjadi sangat penting.
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Urgensitas mata kuliah ini bagi mahasiswa adalah sebagai “pisau analisis”
khususnya dalam proses penulisan skripsi sebagai tugas akhir dari calon sarjana

humaniora.
4. Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi
No KD Indikator Materi
I | Mendeskripsikan | Mahasiswa mampu a. Definisi ilmu politik
tentang Definisi, | mendeskripsikan dg baik  |b. Ruang lingkup ilmu
ruang lingkup, ttg politik
perkembangan a. Definisi ilmu politik c. Perkembangan ilmu
dan kegunaan b. Ruang lingkup IP politik (non-mandiri
ilmu politik c. Perkembangan IP ke mandiri)
d. Kegunaan ilmu politik |4 Kegunaan ilmu
bagi scjarah politik bagi sejarah
2 | Mendeskripsikan | Mahasiswa mampu a. Teori politik
Konsep-konsep | menjelaskan dengan baik  |b, Masyarakat
Politik ttg ¢. Kekuasaan
a. Teori politik d. Negara
b. Masyarakat ¢. Definisi negara
c. Kekuasaan f. Sifat negara
b. Negara dengan unsur g. Unsur-unsur negara
unsurnya h. Tujuan dan fungsi
c. Sifat,tujuan & fungsinya negara
3 | Mendeskripsikan | Mahasiswa mampu a. IP dg Sejarah
Hubungan ilmu | mendeskripsikan kembali | b, IP dg Filsafat
politik dengan tentang keterkaitan ilmu c. Iimu politik dg Ilmu-
ilmu politik dengan beragam ilmu sosial
pengetahuan ilmu pengetahuan secara d. IP dg IImu ekonomi
lainnya. komprehensif tentang : e. IP dg Psikologi
a. Sejarah sosial
b. Filsafat
¢. llmu politik dg lImu-ilmu
sosial
d. Ilmu ekonomi
e. Psikologi sosial
4 | Mendeskripsikan | Mahasiswa mampu a. Definisi kekuasaan
tentang menjelaskan tentang politik
kekuasaan a. Pengertian Kekuasaan b. Dimensi kekuasaan
politik Politik ¢. Pelaksanaan

viii




b. Dimensi KP

c. Pelaksanaan KP

d. Distribusi KP serta

e. Kekuasaan versi budaya
Jawa

kekuasaan politik
d. Distribusi kekuasaan
e. Kekuasaan menurut
budaya Jawa

Mendeskripsikan
Kewenangan
dan Legitimasi

Mahasiswa mampu

mendeskripsikan dengan

baik dan komprchensif

tentang :

a. Pengertian dan Sumber
kewenangan

b. Peralihan kewenangan

c. Sikap terhadap
kewenangan

d. Pengertian Legitimasi

e. Objek legitimasi

f. Kadar legitimasi

g. Cara mendapatkan
legitimasi

h. Tipe-tipe legitimasi

1. Krisis legitimasi

a. Pengertian dan
Sumber kewenangan

b. Peralihan
kewenangan

c. Sikap terhadap
kewenangan

d. Pengertian
Legitimasi

€. Objek legitimasi

f. Kadar legitimasi

g. Cara mendapatkan
legitimasi

h. Tipe-tipe legitimasi

1. Krisis legitimasi

Mendeskripsikan
tentang Partai
Politik

Mabhasiswa mampu
mendeskripsikan dengan
baik dan komprehensif
tentang :
a. Pengertian Partai
Politik
b. Asal usul dan ciri partai
politik
c. Fungsi partai politik
d. Tipologi partai politik
e. Sistem kepartaian

a. Pengertian Partai
Politik

b. Asal usul dan ciri
partai politik

c¢. Fungsi partai politik

d. Tipologi partai
politik

e. Sistem kepartaian

Mendeskripsikan
tentang Perilaku
dan Partisipasi
Politik

Mahasiswa mampu
menjelaskan dengan baik
tentang :

. Pengertian perilaku
Politik

b. Model-model politik
Pemimpin politik

d. Pengertian Partisipasi

o

a. Pengertian perilaku
Politik

b. Model-model politik

¢. Pemimpin politik

d. Pengertian
Partisipasi politik

e. Tipologi partisipasi
politik




C.

f.

politik

Tipologi partisipasi
politik

Model partisipasi politik
Perilaku memilih

f. Model partisipasi
politik
g. Perilaku memilih

Mendeskripsikan
model-model
sistem politik

Mahasiswa mampu
mengilustrasikan dengan
baik tentang :

a. Sistem politik
otokrasi tradisional
b. Sistem politik

a. Sistem politik otokrasi totaliter
tradisional c. Sistem politik
b. Sistem politik totaliter komunis
c. Sistem politik komunis d. Sistem politik
d. Sistem politik demokrasi demokrasi
Mendeskripsikan |Mampu menjelaskan secara |a. Definisi sistem
tentang Sistem  |komprehensif tentang pemerintahan
pemerintahan a. Definisi sistem parlementer dan
parlementer dan pemerintahan presidensial
presidensial parlementer dna b. Klasifikasi Sistem
presidensial pemerintahan
b. Klasifikasi Sistem c. Kelebihan dan
pemerintahan kekurangan
c. Kelebihan dan d. Parlementarisme
kekurangan Inggris dan
d. Parlementarisme Inggris Presidensialisme
dan Presidensialisme Amerika

Amerika




Definisi, Ruang Lingkup dan Perkembangan serta Kegunaan Ilmu Politik

Paket 1

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP ILMU POLITIK

Pendahuluan

Perkuliahan dalam paket ini difokuskan pada pengetahuan tentang
pengertian, ruang lingkup dan perkembangan serta kegunaan ilmu politik
scbagai pengantar pcmahaman mahasiswa sebelum masuk pada bab-bab
berikutnya. Pembahasan dalam bab ini mencakup pengertian ilmu politik dari
berbagai pakar, ruang lingkup yang dibahas dalam ilmu politik, dinamika
perkembangan ilmu politik serta kegunaan ilmu politik bagi sejarah dan
kebudayaan Islam di Fakultas Adab dan Humaniora. Paket ini merupakan
materi awal agar mahasiswa memahami sebelum mahasiswa dikenalkan dengan
berbagai dinamika pembahasan sebagai bagian tak terpisahkan dari ilmu politik.

Cakupan diatas disajikan dengan penampilan sebuah ilustrasi tentang
pengertian, ruang lingkup dan perkembangan serta kegunaan ilmu politik yang
diberikan melalui presentasi akademik powerpoint yang telah dikonsep dan
disampaikan oleh dosen.

Dari konsep dan ilustrasi konseptual ini, dinamika pembelajaran di kelas
makin mengalir ke pola diskusi dan simulasi perkuliahan. Penggunaaan multi
media dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian
kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.
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Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar
Mendeskripsikan tentang pengertian, ruang lingkup dan perkembangan
serta kegunaan ilmu politik.

Indikator
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian ilmu politik
2. Menjelaskan ruang lingkup ilmu politik
3. Menjelaskan perkembangan ilmu politik
4. Mendeskripsikan kegunaan ilmu politik bagi jurusan SKI
Waktu
2x50 menit
Materi Pokok

a. Pengertian ilmu politik

b. Ruang lingkup ilmu politik

¢. Perkembangan ilmu politik

d. Kegunaan ilmu politik bagi jurusan SKI

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar

2. Menjelaskan indikatore dan menjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket
ini

3. Brainstorming dengan mencermati tayangan ilustrasi presentasi sajian
materi paket ini.

Kegiatan Inti (70 menit)
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1. Memetakan berbagai pengertian ilmu politik dari beberapa pakar ilmu
politik

2. Menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu politik, perkembangan ilmu politik
serta kegunaan ilmu politik bagi jurusan SKI

3. Presentasi hasil membaca

4. Tanya jawab dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi
kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum
paham dan atau mengkonfirmasikan hasil pemahamannya.

5. Penguatan dan feedback hasil diskusi dari dosen

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan

2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
3. Melakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas kepada mahasiswa agar membaca materi paket 2 tentang
konsep-konsep politik

2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Meminta mahasiswa mengeksplorasi ilustrasi pemahaman tentang
pengertian ilmu politik, ruang lingkup ilmu politik dan perkembangan ilmu
politik serta kegunaan ilmu politik bagi jurusan sejarah dan kebudayaan Islam.

Tujuan

Mahasiswa dapat menggambarkan hasil pemahaman tentang pengertian
ilmu politik, ruang lingkup ilmu politik dan perkembangan ilmu politik sebagai
ilmu mandiri serta kegunaan ilmu politik bagi jurusan sejarah dan kebudaan
Islam.

Bahan dan alat
Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus.
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Langkah-langkah kegiatan

I

Mahasiswa secara individual dan random. Jelaskan pengertian ilmu politik,
ruang lingkup ilmu politik, perkembangan ilmu politik sebagai ilmu mandiri
serta kegunaan ilmu politik bagi jurusan scjarah dan kebudayaan Islam.
Perhatikan pengertian, ruang lingkup, perkembangan dan kegunaan ilmu
politik yang ada dalam slide di screen.

Berikan respon verbal tentang pengertian, ruang lingkup, perkembangan
dan kegunaan ilmu politik yang ditampilkan dalam screen.

Pcrhatikan tcks tentang pengertian, ruang lingkup, perkembangan dan
kegunaan ilmu politik !
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Uraian Materi

DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN PERKEMBANGAN
SERTA KEGUNAAN ILMU POLITIK

Pengertian Ilmu Politik

Memperbincangkan tentang definisi ilmu politik tentu sangat
bergantung pada dinamika perkembangan konteks demografis, geografis
serta waktu dimana kehidupan masyarakat mampu berproses secara
dinamis dari waktu ke waktu.

Dasar ilmu politik adalah filsafat dari tokoh fisolof dunia asal
Yunani, yakni Aristoteles yang menyatakan “zoon politicon” (manusia
merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk
hidup dalam polis)". Pernyataan Aristoteles tersebut dimaksudkan bahwa
setiap individu manusia pasti memiliki potensi butuh adanya peran dan
keterlibatan orang lain dalam berbagai kehidupan. Manusia tidak akan
mampu hidup dalam keadaan sendirian, dan pasti butuh bantuan manusia
lainnya. Dalam kaitan manusia pasti butuh orang lain dan berproses
melalui interaksi antara individu dengan individu, antara individu dengan
masyarakat dan masyarakat inilah, maka dalam perjalanan kehidupan
mereka pasti terjadi proses dialektika penguasaan antara satu pihak
dengan pihak yang lain. Dalam kehidupan manusia ada proses
pembicaraan, perdebatan serta tindakan yang mengarah pada upaya
memperoleh cita-cita yang ideal yang menjadi keinginan bersama, dan
itulah hakikat politik.

IImu politik hadir sebagai suatu pengetahuan tentang kekuasaan
tersebut. Fokus kajian ilmu politik adalah cara mendapatkan kekuasaan,
cara menghambat perolehan kekuasaan, cara mempertahankan

' Aristotle, The Politics, (Bungay, Sulffolk, The Chauser Press), 28.
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kekuasaan, cara mengunakan kekuasaan, cara menghambat penggunaan

kekuasaan serta cara mendapatkan kembali kekuasaan tersebut.

Banyak tokoh yang mengartikan tentang politik. Paul Conn
menganggap konflik adalah esensi (hakikat) politik. Sedangkan Harold
Lasswell merumuskan politik sebagai who gets what, when and how
(siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana).

Hal-hal pokok dan penting yang dipelajari ilmu politik adalah
negara, kekuasaan dan perilaku politik. Pokok bahasan kekuasaan adalah
authority (wewenang), control (pengawasan), capacity (kemampuan) dan
relationship (hubungan).

IImu politik Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani
dengan istilah “polis” yang berarti "negara kota”. Sedangkan istilah
“politis” berarti "warga negara”, dan istilah “politikus” diartikan sebagai
kewarganegaraan.

Ditinjau dari beberapa aspek, ilmu politik dapat didefinisikan
sebagai berikut :

a. Ilmu politik ditinjau dari aspek kenegaraan adalah ilmu yang
mempelajari  tentang negara, tujuan negara, lembaga-lembaga
negara, hubungan negara dengan warga negaranya dan hubungan
antar negara.

b. Ilmu politik ditinjau dari aspek kekuasaan adalah ilmu yang
mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yakni tentang sifat,
hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil dari kekuasaan itu.

c¢. Ilmu politik ditinjau dari aspek kelakuan politik adalah ilmu yang
mempelajari tentang kelakuan politik dalam sistem politik yang
meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijaksanaan.?

? Syarbaini, Syahrial, dkk, Pengetahuan Dasar llmu Politik, (Ghalia Indonesia, Bogor,
2011), 4.
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Dalam konteks negara, Prof. Miriam Budiardjo mengklasifikasi ada

beberapa pengertian ilmu politik, antara lain :

d. Roger F. Soltau dalam buku Introduction to Politics menjelaskan
bahwa ilmu politik adalah mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara
dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu,
hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan
negara-negara lain.

c. J. Barents dalam buku /lmu Politika mendefinisikan ilmu politik
adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang mcrupakan
bagian dari kehidupan masyarakat serta mempelajari negara-negara
itu melaksanakan tugas-tugasnya.’

Jika inti politik dikaitkan dengan kekuasaan, maka ilmu politik
diartikan semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan
mempertahankan kekuasaan. Dalam kaitan dengan kekuasaan banyak
tokoh pemikir politik yang mendefinisikan, antara lain :

1. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam buku Power and Society
menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari pembentukan dan
pembagian kekuasaan.

2. Deliar Noer dalam buku Pengantar ke Pemikiran Politik menjelaskan
bahwa ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan
dalam kehidupan bersama atau masyarakat.

3. Ossip K. Flechtheim dalam buku Fundamentals of Political Science
mendefinisikan ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus
mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan
organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala
kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara.*

3 Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar llmu Politik, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1996), 9.
* Ibid, 10-11.
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Dalam kontcks pembagian (distribution) Harold Laswell
merumuskan politik sebagai who gets what, when and how (siapa
mendapatkan apa, kapan dan bagaimana).

Sementara dalam kontcks pengambilan keputusan, dalam buku
Political analisys and Public Policy, Joyce Mitchell mendefinisikan
bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan
kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Karl W. Deutsch
mengartikan bahwa ilmu politik adalah pengambilan keputusan melalui
sarana umum (politics is the making of decesions by public means).’

Ruang lingkup llmu Politik
Miriam Budiardjo dalam buku dasar-dasar ilmu politik

menjelaskan bahwa dalam contemporary political science terbitan

UNESCO (salah satu lembaga PBB) menjelaskan bahwa ruang lingkup

ilmu politik terbagi dalam empat bidang, antara lain :

a. Teori dan sejarah ide-ide politik

b. Lembaga-lembaga politik yang terdiri dari adanya konstitusi,
pemerintahan nasional (Presiden dan para menteri), pemerintahan
regional (Gubernur), pemerintahan lokal (Bupati/Walikota), lembaga-
lembaga administrasi publik serta berbagai lembaga yang fokus di
sektor sosial ekonomi dan lembaga politik lainnya.

c. Partai politik, berbagai kelompok, partisipasi warga dalam
pemerintahan dan administrasi dan pendapat umum.

d. Hubungan internasional, politik internasional, organisasi dan
administrasi internasional serta hukum internasional.®

Perkembangan Ilmu Politik
1. Ilmu Politik Sbg Pra Disiplin Ilmu Yg Mandiri

3 Ibid, 11-12
® Ibid, 14.
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Sebelum menjadi ilmu yang mandiri, politik hanya sebagai
kajian atau pembahasan yang rasional di berbagai tempat dan waktu.

a) Yunani Kuno (450 SM)

- Ada buku karya ahli sejarah berjudul Herodotus
- Plato menulis buku dengan judul “Politic”
- Aristoteles menulis buku dengan judul “Politica”

b) India Kuno (+/- 500 SM), yang ditandai dengan adanya buku-buku
kesusastraan yang berjudul “Dharmasastra” dan “Arthasastra”

¢) China Kuno (500 SM) yakni filosof China terkenal bernama
Confucius (K’ung Fu Tzu), Mencius (+/- 350 SM), dan mazhab
Legalists (antara lain Shang Yang +/- 350 SM).

d) Indonesia Kuno (Abad 13-15), yang ditandai dengan munculnya
karya tulisan yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan
yang berjudul “Negara Kertagama” (ditulis pada masa Majapahit)
dan “Babat Tanah Jawi”.

e) Di negara-negara kawasan Asia, tulisan kesusantraan yang
membahas tentang politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami
kemunduran karena terdesak oleh pemikiran barat yang dibawa
oleh Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda dalam rangka
imperialisme (misi penjajahan).’

2. Ilmu Politik Sbg Disiplin Ilmu Yg Mandiri (Abad ke 19)

Pada periode abad ini ilmu politik telah memiliki dasar “ilmu,
ruang lingkup dan metodologi yg jelas” dan masuk pada disiplin ilmu.
Sebagai contoh di Eropa seperti Jerman, Austria dan Perancis, kajian
tentang politik banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu fokus
perhatiannya adalah negara. Kajian tentang negara masuk dalam
kurikulum fakultas hukum sebagai mata kuliah ilmu negara
(staatslehre).

7 Ibid, 1-2
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Sedangkan di Inggris, kajian politik termasuk dalam kajian
filsafat, terutama moral philosophy dan bahasannya tidak terlepas dari
sejarah. Namun demikian, dengan didirikannya Ecole Libre des
Sciences Politiqgues di Paris (1870 M) dan London School of
Economics and Political Sciences (1895 M) ilmu politik untuk pertama
kalinya di negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin ilmu
tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan
tinggi. Meski demikian, penagruh dari ilmu hukum, filsafat dan sejarah
sampai Perang Dunia II masih tetap terasa.

Pada tahun 1858 M seorang sarjana kelahiran Jerman, Francis
Lieber, diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di
Columbia College, dan kejadian ini di Amerika Serikat dianggap
sebagai pengakuan pertama terhadap ilmu politik sebagai ilmu
tersendiri. Selanjutnya pada tahun 1904 M di Amerika Serikat
didirikan American Political Science Association (APSA).

Di Belanda pasca Perang Dunia II, pada tahun 1947, juga telah
berkembang penelitian tentang negara yang dimonopoli oleh Fakultas
Hukum dan kemudian didirikan Faculteit der Sociale en Politicke
Wetenschappen kini namanya menjadi Faculteit der Sociale
Wetenschappen yang berlokasi di Amsterdam.

Di Indonesia juga berkembang munculnya berbagai fakultas
yang serupa seperti di Belanda, yakni di Universitas Gajah Mada
(UGM) Yogyakarta dibentuk Fakultas Sosial dan Politik, demikian di
Universitas Indonesia (UI) Jakarta ada Fakultas Ilmu-ilmu Sosial,
dimana ilmu politik menjadi satu departemen/jurusan tersendiri.
Namun awal perkembangan ilmu politik di Indonesia masih banyak
dipengaruhi oleh ilmu hukum. Pada perkembangan berikutnya,
akhimya di berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia juga
melakukan hal yang sama, di UNAIR (FISIP), UNEJ (FISIP), UNHAS
(FISIP), FIA (UNBRA), UNESA (FIS) dan PTN/PTS lain di Indonesia
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tak terkecuali di UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri ada FISIP yang
baru diresmikan pada tahun 2014 kemarin.

Kegunaan Ilmu Politik

Sartono Kartodirjo sebagai tokoh sejarah menjelaskan bahwa
ilmu politik sangat berguna untuk menjadi instrumen analisis dalam
sejarah. Artinya, sejarah bisa dianalisa melalui pendekatan konsep dan
teori. Sedangkan Kuntowidjoyo juga menjclaskan bahwa ilmu politik
sebagai instrumen analisis studi sejarah.

Dalam kaitan dengan sejarah, maka ilmu politik diperlukan untuk
mengidentifikasi berbagai dinamika persoalan sosial yang berkembang
scrta menganalisanya agar menemukan titik terang dari segala bentuk
permasalahan yang terjadi terkait dengan berbagai kebijakan dan
kewenangan yang melekat dalam sistem pemerintahan yang berlangsung
dalam perkembangan sejarah tersebut.

Demikian juga ketika dalam berbagai dinamika sejarah yang
terjadi, maka ilmu politik bisa dijadikan sebagai metode atau pendekatan
(approach) dalam memahami beragam fenomena yang berkembang
dalam manajemen kelembagaan pemerintahan maupun fungsi-fungsi
lembaga tersebut.

Untuk uraian selengkapnya sebagaimana terlampir dalam materi-
materi paket ini dalam bentuk power point.

11



Definisi, Ruang Lingkup dan Perkembangan serta Kegunaan Iimu Politik

Latihan
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1.

Jelaskan dengan baik dan sistematis tentang pengertian dan ruang lingkup
ilmu politik !

Jelaskan dengan sistematis tentang perkembangan ilmu politik dari pra
hingga pasca menjadi ilmu mandiri !

Jelaskan dengan baik tentang kegunaan ilmu politik bagi jurusan sejarah
dan kebudayaan Islam di fakultas Adab dan Humaniora.

12
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Paket 2
KONSEP-KONSEP POLITIK

Pendahuluan

Dalam paket 2 ini fokus kajiannya pada berbagai konsep yang berkembang dalam sejarah politik
di tingkat dunia, regional dan lokal. Hal ini diberikan kepada mahasiswa agar mercka memiliki dasar-
dasar pokok sebagai pengantar scbelum masuk pada materi inti ilmu politik. Pembahasan dalam paket
ini mencakup konsep-konsep politik yang berkembang dalam berbagai dinamika kehidupan politik di
pelbagai negara di dunia.

Paket 2 ini mencakup konscp-konsep pokok ilmu politik antara lain manusia sebagai makhluk
individu dan sosial, bangsa dan negara, negara dan kekuasaan politik serta fungsi dan tujuan negara.
Cakupan materi dalam paket ini merupakan materi awal agar mahasiswa mampu menguasai dasar-
dasar pengetahuan tentang politik riil yang berkembang di berbagai negara di dunia secara umum.

Cakupan diatas disajikan dengan penampilan materi sebuah ilustrasi gambar tentang konsep-
konsep politik yang diberikan melalui presentasi akademik powerpoint yang telah dikonsep dan
disampaikan oleh dosen.

Dari konsep dan ilustrasi konseptual ini, dinamika pembelajaran di kelas makin mengalir ke pola
diskusi dan simulasi perkuliahan. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga digunakan untuk
mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditargetkan.

13
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Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan tentang berbagai konsep yang berkembang dalam ilmu politik, baik menyangkut
ncgara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian dan alokasi.

Indikator
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:
Menjclaskan konsep dasar manusia scbagai makhluk individu dan sosial

l.
2. Menjelaskan bangsa dan negara (pengertian dan integritas politik)
3. Menjelaskan negara dan kekuasaan politik
4. Menjelaskan fungsi dan tujuan negara
Waktu
2x50 menit
Materi Pokok

a. Konsep dasar manusia sebagai individu dan sosial
b. Bangsa dan negara

c. Negara dan kekuasaan politik

d. Fungsi dan tujuan negara.

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar

2. Memberi pertanyaan kepada mahasiswa tentang konsep politik

3. Menjelaskan konsep-konsep politik

4. Brainstorming dengan mencermati tayangan ilustrasi presentasi sajian materi paket ini.

Kegiatan Inti (70 menit)

Menjelaskan konsep dasar manusia sebagai makhluk individu dan sosial

Menjelaskan bangsa dan negara (pengertian dan integritas politik)

Menjelaskan negara dan kekuasaan politik

Presentasi hasil membaca

Tanya jawab dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi kesempatan kepada
mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham dan atau mengkonfirmasikan hasil
pemahamannya.

6. Penguatan dan feedback hasil diskusi dari dosen

R

Kegiatan Penutup (10 menit)
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
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3. Meclakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas kepada mahasiswa agar membaca materi paket 3 tentang hubungan ilmu politik
dengan ilmu pengetahuan lainnya

2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa
Meminta mahasiswa mengeksplorasi ilustrasi pemahaman tentang konsep-konsep politik yang
berkembang.

Tujuan

Mahasiswa dapat menggambarkan hasil pemahaman tentang konsep dasar manusia sebagai makhluk
individu dan sosial, bangsa dan negara (pengertian dan integritas politik), negara dan kekuasaan
politik serta memahami tentang fungsi dan tujuan Negara.

Bahan dan alat
Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus.

Langkah-langkah kegiatan

1. Meminta mahasiswa secara individual dan random untuk menjelaskan tentang konsep-konsep
politik

2. Perhatikan pengertian konsep dasar manusia sebagai makhluk individu dan sosial, bangsa dan
negara (pengertian dan integritas politik), negara dan kekuasaan politik serta memahami tentang
fungsi dan tujuan Negara.

3. Berikan respon verbal tentang konsep dasar manusia scbagai makhluk individu dan sosial, bangsa
dan negara (pengertian dan integritas politik), negara dan kekuasaan politik seta memahami
tentang fungsi dan tujuan Negara.
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Uraian Materi
KONSEP-KONSEP POLITIK

Konsep manusia sebagai makhluk individu dan sosial

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. dengan potensi yang hanief dan dibekali keyakinan akan
kekhalifahannya di bumi ini. Potensi dan bekal ini manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan
kebaikan terhadap diri dan orang lain. Manusia diciptakan pertama kali adalah Adam, kemudian Allah
menciptakan Hawa sebagai istri Adam, dan memiliki keturunan Qabil dan Habil, Ikrimah. Dari proses
biologis, kemudian berkembang dan terus berkembang serta menyebar ke berbagai tempat dan
wilayah di seluruh dunia hingga saat ini.

Dalam berbagai dinamika perkembangan manusia, tentu individu satu dengan individu yang
lainnya memiliki kebutuhan dan kepentingan serta ketergantungan. Dari pola hubungan inilah lahir
pola interaksi dan interrelasi antar individu, individu dengan kelompok serta kelompok dengan
individu. Proses interaksi dan interrelasi ini berdampak pada konsekuensi logis menjadi ikatan saling
kenal, saling butuh, saling bergantung, saling menghormati, saling toleran dan saling menjaga
komitmen hubungan tersebut. Fenomena inilah sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surat Al-
Hujuraat (49 : 13) seperti berikut :

/./////;ﬂ A o / ,:// F4 5;/’/
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Artinya ; Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal (QS 49 :13)

Pada ayat yang berkategori makkiyah (ayat yang turun saat nabi ada di Mekkah) diatas, Allah
SWT telah dengan gamblang menjelaskan bahwa secara sosiologis, masyarakat Mekkah yang masih
dalam kondisi jahiliyah (sangat terbelakang/primitif) tersebut perlu menyadari, memahami dan
mengakui eksistensinya sebagai manusia yang harus “ta’aruf” (saling kenal-mengenal). Dengan saling
kenal-mengenal, maka konsekuensi logisnya berdampak pada saling kenal, saling butuh, saling
bergantung, saling menghormati, saling toleran dan saling menjaga komitmen antar masing-masing,
baik antar individu maupun antar kelompok.

Dalam kaitan hubungan antar individu dan antar kelompok tersebut, maka akan tercermin akan
adanya konsep manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Secara individu,
manusia harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban yang melekat serta tanggung jawab
terhadap dirinya. Demikian pula secara sosial, manusia harus menyadari sepenuhnya akan hak dan
kewajiban yang melekat serta tanggung jawab yang harus diberikan kepada orang lain dan atau
kelompok lain di luar dirinya.
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Dengan menyadari akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang dimiliki, maka manusia
scbagai makhluk individu dan sosial harus berproses diri dengan beradaptasi dengan lingkungan
sosialnya, belajar dari pengalaman orang lain, belajar menerima dari berbagai kenyataan yang dia
hadapi dan belajar mengenali hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari orang lain yang ending-
nya akan melahirkan kemandirian pola pikir, pola sikap dan pola perilaku dari individu manusia
terscbut.

Sccara kodrali, setiap individu manusia pasti memiliki kebutuhan hidup, scperti sandang, pangan
dan papan. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya, dia harus berhubungan dengan orang lain, baik
dengan cara meminta, proses jual-beli ataupun dengan cara lain. Ilustrasi yang sama ketika fenomena
di kampus, dimana mahasiswa yang ingin menjadi ketua organisasi (KOSMA, DEMA, SEMA, HMI,
PMII, IMM dan KAMMI), tentu dia harus berupaya keras untuk mempengaruhi mahasiswa yang lain
untuk mendukung dan memilih dia sebagai ketua, baik dengan cara sosialisasi visi dan misi,
kampanye, lobbying maupun dengan bentuk kontrak program, yang ending-nya dapat menarik simpati
dan empati mahasiswa yang lain untuk mensupport dan memutuskan dia sebagai ketua yang terpilih.
Berbagai ilustrasi diatas menunjukkan manusia sebagai makhluk individu maupun sosial.

Kegiatan pengaruh-mempengaruhi antar individu dalam upaya memenuhi kebutuhannya
tersebut, mengindikasikan adanya potensi bahwa “manusia adalah makhluk yang bermasyarakat” atau
menurut filosof Yunani Aristotcles (yang hidup pada tahun 384-322 SM) diistilahkan sebagai “zoon
politicon”.

Hubungan kerjasama antara manusia dalam masyarakat bisa diketahui melalui awal mula
manusia bekerja sama dalam masyarakat lingkungan bangsanya, kemudian bekerja sama dalam
lingkungan masyarakat dunia. Menurut Dr. P. Endt, dalam bukunya "Sociologie ", bahwa masyarakat
adalah kumpulan manusia yang hidup bersama, terikat oleh kepentingan bersama dan mereka saling
mempengaruhi batinnya. Jika tidak dapat terdapat pengaruh satu sama lain, walau apapun bentuknya,
maka kumpulan itu belum disebut masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai keseluruhan hubungan-
hubungan antar manusia yang ditata. Dalam kehidupan berkelompok, dalam hubungannya dengan
manusia yang lain, manusia menginginkan suatu nilai (value) yaitu kekuasaan (power), kekayaan
(wealth), penghormatan (recpect), kesehatan (well-being), kejujuran (rectitude), keterampilan (skill),
pendidikan (enlightenment), dan kasih sayang (affection).®

BANGSA DAN NEGARA

Pengertian Bangsa
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “bangsa” diartikan scbagai kelompok
masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan
sendiri.
Sedangkan Syahrial Syarbaini dalam buku Pengetahuan Dasar Ilmu Politik mengklasifikasi
istilah “bangsa” sesuai dengan pengertian para ahli kenegaraan yang dikategorikan sebagai berikut :
a. Bangsa Dalam Arti Etnis
Bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki satu keturunan atau ras yang tinggal dalam satu
wilayah tertentu dengan ciri-ciri jasmani yang sama, seperti kesamaan warna kulit dan bentuk
tubuh.

* Syarbaini, Syahrial. dkk, Pengetahuan Dasar Himu Politik, (Ghalia Indonesia. Bogor, 2011), 18.
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b. Bangsa Dalam Arti Kultural
Bangsa dalam arti kultural merupakan sckelompok manusia yang memiliki ciriciri khas
kebudayaan yang sama, seperti adat-istiadat, mata pencaharian, bahasa, dan unsur-unsur kesamaan
budaya lainnya.

¢. Bangsa Dalam Arti Politis
Bangsa dalam arti politik merupakan kelompok manusia yang memiliki satu paham dan ideologi
yang sama dalam satu organisasi kekuasaan dalam negara, seperti menggunakan ideologi
Pancasila bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kebangsaannya.’

Ada beberapa tokoh dunia yang mendefinisikan “bangsa” sesuai dinamika kehidupan sosial yang
berkembang, antara lain :

1. Ernest Renan, menyatakan bahwa bangsa terbentuk atas dasar solidaritas. Solidaritas antar
scsama manusia terbangun, karena mereka memiliki pengalaman dan pengorbanan yang sama di
masa lalu dan kini, serta kehendak untuk melakukan hal sama di masa depan.

2. Otto Bauer, menyatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan
karakter yang tumbuh karena persamaan nasib.

3. Friederich Ratzel, menyatakan bahwa bangsa adalah adanya hasral bersatu karena kesamaan
tempat tinggalnya (bangsa secara geopolitik).

4. Hans Kohn berpendapat bahwa bangsa merupakan buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan
karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku.

5. Jalobsen dan Lipman, menjelaskan bahwa bangsa adalah kesatuan budaya dan kesatuan politik.
Unsur-unsur pembentuk bangsa: sekelompok manusia yang ingin bersatu mencapai tujuan dan
cita-cita, berada dalam suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan, senasib dan
sepenanggungan, terdapat kesamaan seperti karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain
sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.

Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya,
diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang
bersangkutan. Setelah berproses dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang dan sampai pada
tahap pematangannya, maka para pendiri mewakili masyarakat dalam suatu bangsa memunculkan
inisiatif lahirnya suatu negara. Hampir setiap negara mengalami hal sama dalam pendirian negara yang
berawal dari dinamika kemasyarakatan yang berkembang pada proses dan dinamika kebangsaan yang
kemudian melahirkan sebuah negara baru dan berdaulat.

Proses dan dinamika yang berkembang dan melahirkan sebuah negara tersebut tentu sebagai
akibat dari adanya kesamaan identitas yang mampu mempersatukan tekad dan semangat yang berakar
dari ras, suku, agama, bahasa, geografis. Sebagai contoh, Indonesia secara geografis ada di kawasan
Asia Tenggara, masyarakatnya memiliki habitat yang plural (majemuk) dalam konteks kesukuan
(etnis), keturunan (ras), agama dan bahasa, merupakan contoh nyata sebagai negara yang dipersatukan
oleh berbagai kesamaan tersebut. Secara defacto Indonesia terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1928
yang lebih dikenal sebutan “Sumpah Pemuda”, dimana ada satu tekad dan semangat kuat yang
dimiliki seluruh bangsa untuk mendirikan negara. Tekad tersebut tertuang dalam simbolisasi kesatuan
yakni “Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, yakni Indonesia”,

Kesatuan tekad dan semangat dalam suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi
dan interaksi serta interrelasi antar komponen bangsa yang ada hingga terciptanya proses dan

* Ibid, 18
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dinamika perubahan dari waktu ke waktu untuk menyatukan visi dan misi serta strategi menuju
tercapainya cita ideal menjadi sebuah negara yang berdaulat dan mandiri tanpa adanya intervensi dan
tckanan asing. Setiap bangsa dalam suatu negara pasti memiliki pandangan hidup sebagai wujud cita
ideal yang akan dituju dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari
kehidupan bangsa yang bersangkutan. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa
yang tidak memiliki jati diri (identitas) dan kepribadian, schingga akan dengan mudah tcrombang-
ambing dalam menjalani kehidupannya, terutama pada saat-saat menghadapi berbagai tantangan dan
pengaruh baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam, lebih-lebih di era globalisasi
dewasa ini.

Sebagai ilustrasi, Indonesia adalah sebuah negara yang dibangun melalui proses panjang dengan
Pancasila sebagai konsensus kolektif sekaligus puncak ideologi kebangsaan terbaik dan teruji oleh
waktu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan scrta nilai
yang diserap dari berbagai adat-istiadat dan budaya yang berakar dari kemajemukan seluruh
komponen bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari pola pikir (mind-
setf), pola sikap (affection) dan pola tindakan (behavior) dari setiap individu bangsa Indonesia yang
identik dengan keberbedaan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), wilayah, bahasa dan adat
istiadat. Walhasil, Pancasila adalah pandangan hidup sekaligus cita ideal seluruh komponen bangsa
Indonesia menuju terciptanya masyarakat madani (masyarakat yang berkeadaban).

Suatu bangsa akan menjadi sebuah negara jika melalui adanya rasa kebangsaan yang kuat,
schingga kerapkali negara yang berdiri tersebut dikenal dengan istilah “negara kebangsaan”. Jadi
bangsa adalah suatu masyarakat yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, tumbuh berkembang
dalam sejarah yang sama, memiliki identitas dan adat-istiadat yang sama, semua individu merasa
menjadi bagian dari sistem hidupnya, dan memiliki cita-cita hidup yang sama. Sedangkan negara
adalah masyarakat yang bersatu, berdaulat dan menetap dalam wilayah tertentu dengan visi, misi dan
strategi yang sistemalis, rasional dan terukur, yang dijalankan oleh berbagai struktur dan sistem
pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan menjadikan rakyat sebagai objek fokus
pelayanan dalam berbagai kebutuhan hidupnya.

Friederich Hertz (Jerman) menyatakan ada empat unsur terbentuknya suatu bangsa, antara lain
sebagai berikut :

a. Adanya keinginan untuk bersatu secara sosial, ckonomi, politik, agama, kebudayaan dan
komunikasi.

b. Adanya keinginan untuk mencapai kemerdekaan nasional sepenuhnya dari dominasi dan campur
tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.

c. Adanya keinginan dalam menunjukkan ciri khas sendiri melalui kemandirian, keaslian,
keunggulan, bahasa dan lain-lain.

d. Adanya keinginan yang menunjukkan keunggulan dalam pergaulan antara bangsa-bangsa.'’

Integrasi Politik

Integrasi politik menurut Ramlan Surbakti meliputi lima jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi
wilayah, integrasi nilai, intcgrasi elit dan massa serta perilaku integratif. Proses penyatuan kelima
intcgrasi politik terscbut juga disebut dengan pembangunan politik.

' Ibid. 20
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a. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan
wilayah dan dalam satu identitas nasional.

b. Integrasi wilayah adalah pembentukan kewenangan nasional pusat terhadap wilayah atau daerah
politik yang lebih kecil, yang terdiri atas satu atau dua kelompok budaya scrta sarananya, yakni
konsep wilayah yang jelas dan aparat kekuasaan untuk menjaganya.

c. Integrasi nilai adalah persctujuan bersama mengenai tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar
politik dan prosedur penyelesaian konflik dan permasalahan bersama dapat dilakukan dengan
menciptakan sistem nilai (ideologi nasional).

d. Integrasi elit dan massa adalah upaya untuk menghubungkan antara golongan elit yang
memerintah dan massa yang diperintah, juga menyangkut pola hubungan kewenangan antara
pemerintah dan rakyat.

e. Perilaku integratif adalah kesediaan warga masyarakat untuk bekerja sama dalam suatu organisasi

besar (negara) dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan
organisasi."
R. Willian Liddle menyatakan bahwa integrasi nasional yang tangguh akan tercapai jika terjalin
konsensus pada dua hal, yakni antara masyarakat dengan sistem politik, yaitu bagaimana
kehidupan bersama sebagai suatu bangsa diselenggarakan, sedangkan Nazaruddin Syamsuddin
menyatakan bahwa kebijaksanaan nasional akan mempengaruhi proses integrasi nasional. Di sini,
peranan pemerintah sangat penting dalam mendorong terwujudnya persatuan masyarakat dalam
skala nasional. sebuah kebijaksanaan pemerintah yang didukung oleh semangat yang tinggi untuk
menjalankannya, sangat berpengaruh bagi perjalanan kehidupan bangsa."

NEGARA DAN KEKUASAAN POLITIK

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah

dan yang ditaati oleh rakyatnya. Tokoh-tokoh yang menekankan ncgara sebagai inti dari politik antara

lain :

a. Roger F.Soltau menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan
lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dan warga
negaranya serta dengan negara-negara lain,

b. J. Barents menjelaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang
merupakan bagian dari kehidupan masyarakat ; ilmu politik mempelajari negara-negara
melakukan tugasnya.'?

KEKUASAAN

Kekuasaan adalah “kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku
orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku”. Tokoh-tokoh yang melihat kekuasaan
sebagai inti dari politik, beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah
merebut dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power
struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Contoh (serikat
buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan dan kaum militer, dll).

" Surbakti, Ramlan, Memahami limu Politik, (Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999), 51-55.
12 Syarbaini, Syahrial, dkk, Pengetahuan Dasar limu Politik, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), 21.
3 Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Hmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996), 10
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+ Harold D. Laswell dan A. Kaplan mendcfinisikan ilmu politik mempelajari pembentukan dan
pembagian kekuasaan.

* W.A. Robson menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat
hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus seorang sarjana ilmu politik tertuju
pada pcrjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kckuasaan atau
pengaruh atas orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.

* Daliar Noer menjelaskan bahwa ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam
kehidupan bersama atau masyarakat.

* Ossip K. Flechtheim menjelaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari
sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat tujuan dari
gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara. "

FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA
I. Fungsi Negara

Fungsi negara secara umum adalah peranan dan kedudukan negara, serta aktifitas negara
dalam upaya mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan semula. Fungsi-fungsi negara secara
umum dapat mencakup dalam beberapa kategori sebagai berikut :

a. Fungsi negara sebagai kepemilikan;

b. Fungsi negara sebagai pembangun, yang melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyatnya;

c. Fungsi negara sebagai pengatur ketertiban (law and order),

d. Fungsi Negara sebagai pertahanan/agresi militer;

c. Fungsi negara sebagai pemeliharaan infrastruktur komunikasi dan menegakkan keadilan.

Fungsi negara memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan negara. Tujuan negara
merupakan suatu cita yang akan dicapai oleh suatu negara, sedangkan fungsi negara adalah usaha-
usaha untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara tersebut. Fungsi negara terlihat dalam
bagaimana corak dan gaya suatu negara dalam upaya mencapai cita-citanya. Dalam hal ini,
peranan ideologi negara sangat menentukan, ideologi suatu negara akan terlihat dan dirasakan
dalam segala aktifitas negara atau pemerintah dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan negara.
Negara atau pemerintah secara kongkret memiliki fungsi mengarahkan dan mengantarkan negara
pada tujuannya yang sudah ditetapkan.

Menurut Charles E. Meriam, ada lima fungsi negara, yakni fungsi keamanan ekstern,
ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum dan kebebasan. Sedangkan Moh. Kusnadi
menjelaskan ada dua fungsi negara, yakni :

a. Melaksanakan ketertiban (Jaw and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah
konflik-konflik dalam masyarakat.
b. Memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pembangunan ekonomi."
2. Tujuan Negara
Tujuan negara adalah sesuatu yang hendak diwujudkan oleh negara yang bersangkutan dengan
menggunakan organisasi pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan. Dengan mengetahui tujuan
suatu negara dapat dikaji melalui hakikat kekuasaan negara tersebut. Sepanjang sejarah telah menarik
perhatian para pemikir dan negarawan untuk mengemukakan berbagai teori tentang tujuan negara,

" Ibid.10.
" Ibid. 34.
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teori tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor
seperti perbedaan dari suatu masyarakat yang turut mempengaruhi alam pikiran dari para pemikir
tentang negara dimaksud.
Ada beberapa tokoh yang dapat menjelaskan tentang tujuan-tujuan negara, antara lain :
a. Roger H. Soltau menjelaskan bahwa tujuan negara mengusahakan rakyat berkembang serta
mengembangkan data ciptanya sebebas mungkin.
b. Harold J. Laski menjelaskan bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadaan agar rakyat dapat
memenuhi keinginannya secara maksimal.'¢
Ilmu politik memiliki beberapa konsep. Konsep-konsep ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai
dalam politik. Konsep-konsep tersebut, antara lain sumber kekuasaan dan perbedaan antara kekuasaan
dengan kewenangan,
1. Power (Kekuasaan)

Power scring diartikan sebagai kekuasaan. Sering juga diartikan sebagai kemampuan yang
dimiliki oleh suatu pihak yang digunakan untuk memengaruhi pihak lain, untuk mencapai apa
yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Max Weber dalam bukunya Wirtschaft und
Gesselshaft menyatakan, kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri
meskipun mengalami perlawanan. Pernyataan ini menjadi rujukan banyak ahli, seperti yang
dinyatakan Harold D. Laswell dan A. Kaplan, yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah suatu
hubungan dimana seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok
lain kearah tujuan pihak pertama.

Kekuasaan merupakan konsep politik yang paling banyak dibahas, bahkan kekuasaan
dianggap identik dengan politik. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society
menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.

2. Authority (Kewenangan)

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan
biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan
faktor kritis bagi efektifitas organisasi.

Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu,
kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Robert Bierstedt menyatakan dalam bukunya
an analysis of social power, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan.
Seseorang yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan
terhadap peraturannya.

3. Influence (Pengaruh)

Norman Barry, seorang ahli, menyatakan bahwa pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan, yang
jika seorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk
bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi terbuka bukan merupakan motivasi pendorongnya.
Dengan demikian, dapat dikatakan pengaruh tidak bersifat terikat untuk mencapai sebuah tujuan.

Pengaruh biasanya bukan faktor satu-satunya yang menentukan tindakan pelakunya, dan
masih bersaing dengan faktor lainnya. Bagi pelaku masih ada faktor lain yang menentukannya
bertindak. Walaupun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan kekuasaan, pengaruh lebih

% Ibid, 35.
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unggul karena terkadang ia memiliki unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering
berhasil.
3. Persuasion (Ajakan)

Persuasi adalah kemampuan untuk mengajak orang lain agar mengubah sikap dengan
argumentasi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan orang yang mengajak. Dalam politik,
persuasi diperlukan untuk memperoleh dukungan. Persuasi disini dilakukan untuk ikut serta dalam
suatu komunitas dan mencapai tujuan komunitas tersebut. Persuasi bersifat tidak memaksa dan
tidak mengharuskan ikut scrta, tapi lebih kepada gagasan untuk melakukan sesuatu. Gagasan ini
dinyatakan dalam argumen untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain.

S. Coercion (Paksaan)

Paksaan merupakan cara yang mengharuskan seseorang atau kelompok untuk mematuhi
suatu keputusan. Peragaan kckuasaan atau ancaman berupa paksaan yang dilakukan seseorang
atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak atau
keinginan pemilik kekuasaan,

Dalam masyarakat yang bersifat homogen ada konsensus nasional yang kuat untuk mencapai
tujuan-tujuan bersama. Paksaan tidak selalu mempengaruhi dan tidak tampak. Dengan demikian,
di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan
hanya digunakan untuk meyakinkan suatu pihak.

Contoh dari paksaan yang diberlakukan sekarang adalah sistem ketentuan pajak. Sifat pajak
ini memaksa wajib pajak untuk menaati semua yang diberlakukan dan apabila melanggar akan
dikenai sanksi.

6. Acquiescence (Perjanjian)

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak membuat janji kepada pihak lain untuk
melaksanakan satu hal. Olch karena itu, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak
yang melakukan perjanjian. Perjanjian dilaksanakan dalam bentuk lisan atau tulisan. Acquiescence
diartikan sebagai perjanjian yang disetujui tanpa protes.

Sumber-sumber Kekuasaan

Seorang yang memiliki sesuatu, tentu mempunyai sumber darimana ia mendapatkan sesuatu
tersebut. Demikian halnya dengan kekuasaan. Kekuasaan datang dari berbagai sumber, diantaranya
kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Seorang atasan dapat memerintahkan bawahannya agar
melakukan sesuatu. Jika bawahan melanggar perintah atasan, maka bawahan bisa dikenai sanksi.

Seseorang yang memiliki kekayaan dapat memiliki kekuasaan. Misalnya seorang konglomerat
dapat menguasai suatu pihak yang didanainya. Kepercayaan atau agama juga merupakan sumber
kekuasaan. Misalnya di Indonesia, alim ulama banyak dituruti dan dipatuhi masyarakat. Alim ulama
bertindak sebagai pemimpin informal umat, maka ia perlu diperhitungkan dalam proses pengambilan
keputusan di tempat umatnya.

Jack H. Nagel dalam bukunya The Descriptive Analysis of Power yang juga terdapat dalam buku
Dasar-dasar Ilmu Politik, perlu dibedakan antara scope of power dan domain of power (wilayah
kckuasaan). Cakupan kckuasaan (scope of power) menunjuk kepada perilaku, serta sikap dan
keputusan yang menjadi subyck dari kekuasaan. Misalnya, scorang direktur bisa memecat seorang
karyawan, tetapi direktur tersebut tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap karyawan diluar hubungan
pekerjaan.
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Wilayah kekuasaan (domain of power) menjelaskan siapa-siapa saja yang dikuasai oleh orang
atau kelompok yang berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku organisasi, atau kolektivitas yang kena
kekuasaan. Misalnya scorang dircktur memiliki kekuasaan di perusahaannya, baik itu di pusat ataupun
di cabang-cabangnya.

Dalam suatu hubungan kekuasaan (power relationship) selalu ada pihak yang lebih kuat daripada
pihak lain. Hal ini menyebabkan hubungan tidak seimbang(asimetris), dan ketergantungan satu pihak
dengan pihak lain. Semakin timpang hubungan ini, maka makin kuat ketergantungannya. Hal ini
discbut hegemoni, dominasi, atau penundukan oleh pemikir abad 20.

Perbedaan Power (Kekuasaan) dan Authority (Kewenangan)

Dalam pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa kewenangan berhubungan dengan kekuasaan,
tapi dari segi lain, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Salah satunya, kewenangan adalah
kekuasaan secara formal yang diberikan oleh organisasi, sedangkan kekuasaan berada diluar
formalitas. Kewenangan adalah salah satu cara bagi seseorang untuk memperkuat kckuasaannya.
Kewecnangan adalah kekuasaan namun kekuasaan tidak terlalu berupa kewenangan. Kewenangan
merupakan kckuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu
memiliki keabsahan. Apabila keckuasaan politik di rumuskan sebagai kemampuan menggunakan
sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka
kewenangan merupakan hak moral sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, termasuk
peraturan perundang-undangan. Kewenangan merupakan hak berkuasa yang di tetapkan dalam
struktur organisasi sosial guna melaksanakan kebijakan yang di perlukan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang
paling banyak dibahas dalam ilmu politik, selain konsep lainnya. Kekuasaan berasal dari beberapa
sumber, misalnya kekayaan, kedudukan, dan kepercayaan. Kekuasaan dan kewenangan adalah konsep
yang berhubungan, tetapi keduanya berbeda. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang
diberikan oleh organisasi, sedangkan kekuasaan berada diluar formalitas.

Untuk uraian sebagaimana terlampir dalam bentuk power point

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan keinginan dan kemauan manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial !
2. Mengapa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya?

3. Apa yang dimaksud dengan negara dan kekuasaan?

4. Jelaskan tujuan dan fungsi negara?
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Paket 3
HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAIN

Pendahuluan

Dalam paket 3 ini fokus kajiannya pada hubungan antara ilmu politik dengan berbagai ilmu
pengctahuan lainnya. Hal ini diberikan kepada mahasiswa agar mereka mampu mengaitkan hubungan
antara ilmu politik dengan berbagai dunia ilmu pengetahuan lain. Pembahasan dalam paket ini
mencakup keterkaitan antara ilmu politik dengan sejarah, filsafat, sosiologi, ekonomi, psikologi, ilmu
bumi dan ilmu hukum.

Cakupan materi dalam paket 3 ini merupakan materi pokok yang harus diketahui oleh mahasiswa
agar mampu menguasai interclasi atau hubungan yang paling pokok antara ilmu politik dengan
berbagai ilmu pengetahuan yang lain yang semuanya saling terkait dalam kehidupan manusia di dunia
ini.

Cakupan diatas disajikan dengan penampilan materi dan yang bisa juga dilengkapi dengan
ilustrasi gambar tentang keterkaitan antara berbagai komponen keilmuan yang semuanya diberikan
melalui presentasi akademik powerpoint yang telah dikonsep dan disampaikan oleh dosen.

Dengan pemaparan materi dan ilustrasi gambar ini, diharapkan mahasiswa mampu menyerap
materi dengan baik sehingga kemudian bisa dilanjutkan dengan berbagai diskusi, dialog dan tanya
jawab yang mengalir ke pola simulasi perkuliahan. Penggunaaan multi media, LCD, proyektor dan
screen dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan
indikator yang telah ditargetkan.
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Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang keterkaitan ilmu politik dengan beragam ilmu

pengetahuan sccara komprehensif.

Indikator

1.
2.

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:
Mcnjclaskan keterkaitan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan yang lain
Menjelaskan perbedaan dan persamaan masing-masing

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

f=a ) - T T« T = W o B -

. Scjarah

. Filsafat

. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial

. Hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi
. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi

Hubungan ilmu politik dengan antropologi

. Hubungan ilmu politik dengan geografi
. Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum

Langkah-langkah Perkuliahan
Kegiatan Awal (15 menit)

1.

2
3.
4

Menjelaskan kompetensi dasar

Memberi pertanyaan kepada mahasiswa tentang apa hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya
Menjelaskan keterkaitan antara ilmu politik dengan ilmu sosial yang lain

Brainstorming dengan mencermati tayangan ilustrasi presentasi sajian materi paket ini.

Kegiatan Inti (70 menit)

6.

Menjelaskan keterkaitan sejarah politik

Menjelaskan keterkaitan filsafat dan politik

Menjelaskan hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosial, psikologi, ekonomi, antropologi,
geograft dan ilmu hukum.

Presentasi hasil membaca

Penggunaan pola tanya jawab (dialogis) dan diskusi. Metode ini dimaksudkan agar dosen memberi
kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan scsuatu yang belum paham dan atau
mengkonfirmasikan hasil pemahamannya.

Penguatan dan feedback hasil diskusi dari dosen
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Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan

2. Refleksi hasil perkuliahan olch mahasiswa
3. Melakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)
1. Mcmberi tugas kepada mahasiswa agar membaca materi paket 4 tentang kekuasaan politik.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa
Meminta mahasiswa mengeksplorasi ilustrasi pemahaman tentang hubungan ilmu politik dengan
ilmu pengetahuan yang lain.

Tujuan
Mahasiswa dapat menggambarkan hasil pemahaman tentang keterkaitan atau relasi antara ilmu politik
dengan sejarah, ilmu sosial, psikologi, ekonomi, antropologi, geografi dan ilmu hukum.

Bahan dan alat
Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus.

Langkah-langkah kegiatan

1. Meminta mahasiswa sccara individual dan random untuk menjelaskan tentang keterkaitan ilmu
politik dengan ilmu sosial yang lain

2. Perhatikan sejarah, filsafat, hubungan ilmu politik antara ilmu politik dengan scjarah, ilmu sosial,
psikologi, ekonomi, antropologi, geografi dan ilmu hukum.

3. Berikan respon verbal tentang keterkaitan atau relasi antara ilmu politik dengan sejarah, ilmu
sosial, psikologi, ekonomi, antropologi, geografi dan ilmu hukum.
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Uraian Materi
HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN YANG LAIN

Hubungan Ilmu Politik Dengan [Imu Pengetahuan Lain
Sejarah

Dalam sejarah perkembangan dan dinamika kehidupan manusia, ilmu politik sangat crat dengan
scjarah dan filsafat. Sejarah mecrupakan instrumen, sarana atau alat yang paling penting bagi ilmu
politik. Scjarah adalah penyumbang bahan berupa data dan fakta dari masa lampau, untuk kemudian
diolah lebih lanjut. Perbedaan pandangan para ahli sejarah dan sarjana ilmu politik ialah bahwa ahli
scjarah selalu meneropong masa yang lalu dan inilah yang menjadi tujuannya. Sedangkan sarjana ilmu
politik biasanya untuk mencmukan proycksi ke depan. Melalui sejarah, ilmu politik mampu
menemukan pola tingkah laku politik yang memungkinkan untuk pola masa depan (fiture oriented).
Bahan mentah yang disajikan olch ahli sejarah, terutama scjarah kontemporer, olch sarjana ilmu
politik hanya dipakai untuk mencmukan pola-pola ulangan (recurrent patterns) yang dapat membantu
untuk menentukan suatu proyeksi masa depan. Sarjana ilmu politik tidak puas hanya mencatat sejarah,
tetapi ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik (patterns of
political behavior) yang memungkinkan untuk dalam batas-batas tertentu, menyusun suatu pola
perkembangan untuk masa depan dan memberikan gambaran bagaimana suatu keadaan dapat
diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.

Dalam konteks Indonesia, mempelajari ilmu politik harus juga mempelajari sejarah dan dinamika
politik yang berkembang dari waktu ke waktu, baik kehidupan politik pra-kemerdekaan, dinamika
politik internasional saat Indonesia berjuang kemerdekaan (fenomena pembentukan Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/lBPUPKI, Panitia Sembilan hingga lahirnya Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI). Demikian pula dinamika politik pada masa orde lama
(1945-1966), orde baru (1966-1998) serta orde reformasi (1998-sekarang). Dinamika perpolitikan dari
masa ke masa penuh dengan fenomena yang menarik untuk dibahas dan dikaji dengan nalar politik.
Belajar ilmu politik di Indonesia suatu keharusan untuk mengetahui sejarah dan dinamika politik di
Indonesia.

Filsafat

Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis untuk mencari pemecahan atau jawaban
atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (universe) dan kehidupan manusia. I[lmu
politik sangat erat hubunganya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut
kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Dalam pandangan
filosof yunani kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral atau etika.
Contoh dari pandangan bahwa ada hubungan erat antara politik dan ctika tercermin dalam karangan
filosof yunani plato, politeia, yang mengambarkan negara yang ideal. Di negara-negara barat
pemikiran politik baru memisahkan diri dari etika pada abad ke-16 dengan dipelopori oleh negarawan
Italia Niccolo Macchiavelli.'"” Akan tetapi di dunia barat akhir-akhir ini kembali timbul perhatian baru
tentang filsafat dengan munculnya buku a Theory of Justice, karangan Jhon Rawls tahun 1971. Rawls
memperjuangkan distribusi kekayaan sccara adil (equity) bagi pihak yang kurang mampu.

" Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996), 18-19
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Hubungan ilmu politik dengan filsafat, kalau filsafat adalah usaha secara rasional dan sistematis
mencari pemecahan masalah yang menyangkut kchidupan manusia, bagian dari filsafat yang
menyangkut kehidupan politik, seperti nilai, hakikat, asal, dan nilai dari suatu negara.'® Sebagai
ilustrasi, apa yang discbut ncgara, apa tujuannya, bagaimana sistem pemerintahan yang bersih dan
berwibawa (clean and good governance). llustrasi tadi mengindikasikan hubungan ilmu politik dengan
filsafat.

Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu-ilmu Sosial Lain

Iimu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya
dengan komponen ilmu sosial yang lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi.
psikologi sosial, dan ilmu geografi. Semua ilmu sosial mempunyai obyek penyelidikan yang sama
yaitu manusia sebagai anggota kelompok (group). Mereka satu dengan yang lain harus saling
mengenal, saling butub, saling bergantung, saling mempelajari perilaku kehidupan individu dan
kelompok dan bagaimana cara bekerjasama dalam kehidupannya. Cara pandang ini berdasarkan
gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tersendiri, tetapi selalu hidup dalam suatu komunitas.
Scjak kira-kira tahun 400 S.M filsuf yunani Aristoteles menyatakan bahwa manusia merupakan zoon
politicon (makhluk sosial atau makhluk politik) dan bahwa manusia yang hidup tersendiri adalah dewa
atau binatang.

UNESCO scbagai salah satu badan sosial internasional dari persatuan Bangsa-bangsa (PBB)
mengakui bahwa ilmu-ilmu sosial antara lain sosiologi, psikologi sosial, antropologi budaya,
hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu politik, ekonomi, statistik, kriminologi, demografi, dan
ilmu administrasi.

Sosiologi

Sosiologi memiliki sifat umum daripada ilmu yang lain. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik
dalam usaha memahami latar belakang, stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, tindakan sosial, fakta
sosial dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dalam
masyarakat apabila muncul golongan-golongan atau kelompok-kelompok baru yang memajukan
kepentingan-kepentingan baru, maka nilai-nilai kebudayaan masyarakat secara keseluruhan akan
menunjukan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan politik. Baik sosiologi maupun ilmu politik
mempelajari negara. Ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat
dianggap baik sebagai asosiasi (kalau melihat manusia) maupun sebagai sistem pengendalian (system
of control).

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari seluruh seluk beluk yang berhubungan dengan sosial.
Banyak aspek yang dipelajari dalam ilmu sosiologi dimana berkait dengan kehidupan sesial, hubungan
antar sesama, kekeluargaan, kasta, rumpun, bangsa, agama dan asosiasi kebudayaan, ekonomi dan
organisasi politik, dari keseluruhan yang terscbut adalah pernyataan naluri dari khalayak sosial.
Alhasil, bisa disimpulkan bahwa masyarakat adalah lebih dahulu atau ada muncul daripada negara.

Sosiologi adalah ilmu yang terkait kuat secara keseluruhan akan proses perkembangan
kehidupan manusia, dimana jangkauan ilmu sosiologi lebih luas daripada ilmu politik. Sosiologi juga
mempelajari sesuatu yang tidak merupakan fenomena ilmu politik. Sedangkan jangkauan ilmu politik

"* Syarbaini, Syahrial. dkk, Pengetahuan Dasar limu Politik, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), 8
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bersifat terbatas. limu politik bersifat menyusun atau mengatur disiplin atau aturan berperilaku politik,
etika berpolitik, dan hal praktis yang berkaitan dengan kekuasaan politik.

Antropologi

Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran sebagai satuan
sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi menunjukkan betapa rumit dan sulitnya
membina kehidupan yang bercorak nasional dari komunitas yang tradisional. Betapa kebudayaan
daerah, sistem warisan harta kekayaan, serta pola-pola kehidupan tradisional lainya mempunyai daya
tahan yang kuat terhadap usaha-usaha pembinaan kehidupan corak nasional tersebu. Betapa dalam
beberapa situasi faktor-faktor sosial budaya tersebut bahkan menjadi lebih kuat dan lebih sadar
melakukan perlawanan terhadap usaha-usaha nation building, apalagi jika ciri-ciri serta sifat-sifatnya
tidak lebih dahulu diperhitungkan dengan seksama.

Bagi scorang sarjana ilmu politik, kesadaran akan kenyataan ini memungkinkannya untuk
melaksanakan beberapa penclitian khusus seperti : besar kecilnya pengaruh pemikiran dan pergerakan
politik di berbagai daerah yang berbeda suku, agama serta sistem kehidupan sosialnya (seperti faktor-
faktor perasaan ikatan primodial dalam kehidupan politik Indonesia) sampai dimana pengertian dan
kesadaran berbangsa terdesak atau dibatasi oleh pola-pola kesetiaan suku dan kebudayaan setempat,
pengaruh komposisi golongan penduduk di suatu dacrah atau kota tertentu terhadap corak dan gaya
kehidupan politik di masing-masing tempat, sifat serta ciri-ciri khusus apa yang dimiliki suatu suku
bangsa tertentu yang memudahkannya untuk mengubah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan-
tuntutan kehidupan modern."

Indonesia adalah salah satu Negara yang paling plural di seluruh dunia. Pluralitas ini diindikasikan
oleh adanya ratusan suku bangsa, ratusan bahasa dan dipisahkan oleh 17.866 lebih pulau besar dan
kecil, dan ini merupakan aset terbesar Negara Indonesia. Masing-masing suku bangsa tentu saja
memiliki asal-usul yang saling memperkaya khazanah budaya lokal Indonesia. Ratusan suku dan
ratusan bahasa yang sama-sama memiliki kekhasan tersebut justru bisa dibangun dengan rasa saling
butuh rasa persatuan dan kesatuan yang disimbolkan dengan adanya sumpah pemuda yang
dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan hingga kini masih tetap digelorakan dengan
semangat satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia. Alhasil, ilmu politik dan
antropologi masing-masing saling terkait. [lmu politik disimbolkan oleh kekuasaan Negara yang
mengatur seluruh kehidupan manusia, sedangkan antropologi mengkaji tentang kebudayaan yang lahir
dari berbagai kehidupan manusia tersebut.

Ilmu Ekonomi

Sejak awal, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal dengan
istilah ekonomi politik (political economics), yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak
digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi Negara-
negara pesaingnya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman pada abad ke-18 dan ke-19.
Mengingat ilmu pengetahuan semakin lama semakin berkembang, maka menurut Budiarjo, kedua
ilmu tersebut akhimya memisahkan diri menjadi dua lapangan ilmu yang mengkhususkan perhatian
pada tingkah laku manusia yang berbeda-beda. Ilmu politik (political science) dan ilmu ekonomi

"% Ibid. 22
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(economics).”® Dalam perkembangannya, menurut Syahrial Syarbaini, ilmu ekonomi modern dewasa
ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori, ruang lingkup serta metodologi
yang relatif ketat dan terperinci.”’

Pemikiran yang bertolak dari faktor kelangkaan (scarsty) menyebabkan ilmu ekonomi
berkonsentrasi kuat terhadap kebijakan yamg rasional, khusunya penentuan hubungan antara tujuan
dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu ilmu ekonomi juga dikenal sebagai
ilmu sosial yang sangat planning-oriented.

Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah
muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Karena dimasa itu pokok urusan ketertiban finansial
dilihat atau diambil dari sumber penghasilan negara. Sedangkan kini pemikiran tersebut telah berubah.
llmu ekonomi dinyatakan sebagai ilmu yang bersifat independen dan terpisah dari kajian politik,
dimana kajian ekonomi ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana caranya, dimana
tempat peluangnya, apa dan bagaimana mengelola dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ckonomi
adalah ilmu kekayaan.

Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya di beberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan
penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya bagi pemerintahan. Bahkan juga disebabkan
dari berbagai penyelesaian permasalahan yang memang lazim timbul didalam bemegara.

Di berbagai negara atau pemerintahan di dunia pengaruh yang terbesar terletak pada pertumbuhan
ekonominya. Makin maju suatu ncgara, berarti pertumbuhan ekonominya mengalami produktifitas.
Makin teratur laju perekonomian suatu negara, maka makin besar pula peluang partisipasi masyarakat
dalam menjalankan roda perckonomian mereka, dan ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat
mengalami peningkatan yang lebih baik. Alhasil, ilmu politik dan ilmu ekonomi memiliki korelasi
positif bagi produktifitas dan kesejahteraan rakyat.

Psikologi Sosial

Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap
tindak-tanduk dan aktifitas masyarakat banyak dipengaruhi oleh akal budi individu. Sedangkan ilmu
politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Menurut Miriam Budiarjo, jika sosiologi
mengkaji tentang kegiatan kehidupan sosial dan psikologi umum memusatkan perhatian pada
kehidupan orang-perorang, maka psikologi sosial berusaha untuk menyusun kerangka dan analisa
yang dapat menghubungkan kedua tingkat tersebut. Kegunaan psikologi sosial dalam analisa ilmu
politik jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa analisa sosial-politik secara makro diisi dan
diperkuat dengan analisa yang bersifat mikro.”

Jika tindak-tanduk politik bisa diketahui dengan sepantasnya, maka akarnya terdapat dalam
psikologi dalam pelaksanaan untuk menemukan hasil yang jelas. Para pakar politik sampai saat itu
juga mencoba untuk mempelajari tindak-tanduk politik dalam istilah ilmu psikologi.

Psikologi sosial adalah pengkhususan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional,
kerjasama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat
pembangunan nasional. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi ekstern (lingkungan
sosial, fisik, peristiwa, dan gerakan massa) maupun dari segi intern kesehatan fisik perorangan,

* Ibid, 23
' 1bid, 9
 Ibid. 24
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semangat dan emosi. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana tokoh kharismatik turut serta
menentukan hasil suatu keputusan dalam kebijakan politik atau kenegaraan.

Geografi

Menurut Budiarjo, ada beberapa faktor geografis yang sangat mempengaruhi ilmu politik, antara
lain perbatasan strategis (strategic frontiers), desakan penduduk (population pressures), daerah
pengaruh (sphere of influence). Montesquicu, sarjana asal Perancis, untuk pertama kali membahasa
bagaimana faktor ilmu bumi mempengaruhi politik suatu Negara,??

ilmu politik juga sangat berhubungan dengan ilmu geografi. Fenomena ini digambarkan dalam
kerjasama bilateral dan multilateral yang menjadi represcntasi pengelompokan suatu wilayah, area
atau zona yang berkonsentrasi pada aktifitas di bidang politik. Pada masa sebelum perang dunia 11,
cabang geografi mendapat perhatian besar, sechingga muncul istilah geopolitik atau geopolitics, yang
biasanya dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Kiellen (1864-1933). Ia menganggap
bahwa disamping faktor ekonomi dan antropologi, geografi mempengaruhi karakter dan kchidupan
nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri
dan politik dalam negeri.

Ilmu hukum
llmu hukum sejak dahulu kala erat hubunganya dengan ilmu politik. Ilmu hukum mengkaji

tentang bagaimana mengatur dan memaksakan undang-undang (law enforcement), dan fungsi ini

merupakan salah satu kewajiban negara yang paling mendasar. llmu hukum yang fokus mengkaji
tentang ncgara adalah ilmu hukum tata negara (public law) dan ilmu negara (general theory of state).

Analisis mengenai ilmu hukum mulai dikembangkan pada abad ke-19, ilmu hukum memiliki sifat

yang normatif dan mencoba selalu mencari unsur keadilan. Hans Kelsen mengangap negara sebagai

suatu badan hukum atau rechtspersson (juristic person) seperti misalnya suatu persoalan terbatas (PT).

Dalam defenisi Hans Kelsen suatu badan hukum adalah sekclompok orang yang oleh hukum

diperlakukan sebagai suatu kesatuan, yaitu sebagai suatu pribadi (persoon) yang mempunyai hak dan

kewajiban. Semisal suatu badan hukum boleh memiliki, menjual dan atau membeli rumah, boleh
menghadapkan pihak lain ke muka hakim dan pada gilirannya dia dapat dihadapkan ke muka hakim
oleh pihak yang lain. Perbedaan negara sebagai badan hukum dan badan-badan hukum lainya ialah
bahwa negara adalah badan hukum tertinggi yang mempunyai sifat mengatur dan menertibkan.?

Perbedaan ilmu politik dan ilmu negara dalam buku ensyclophedia of the social sciens yang
dirangkum oleh Hermann Heller yaitu :

1. Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan yang praktis, yang ingin membahas keadaan sesuai
dengan kenyataan, sedangkan ilmu negara dinamakan ilmu pengetahuan yang teoritis yang sangat
mementingkan segi normatif, berarti memenuhi norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah
ditetapkan. Menurut Hermann Heller, perbedaan ini hanya perbedaan tekanan sebab ilmu politik
tidak dapat menjauhkan diri dari teori, tetapi juga memperhatikan segi normatif sekali pun tidak
sedalam ilmu negara.

* Ibid, 25.
* Ibid. 27.
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Ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari ncgara, yaitu proses-proses kegiatan dan
aktivitas perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang
memperjuangkan kekuasaan subyek ilmu politik ialah gerakan dan kekuasaan di belakang evolusi
yang terus-menerus.

Ilmu negara dianggap lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, tetapi ilmu
politik dianggap lebih kongkret dan lebih mendekati realitas.

Perbedaan yang praktis ialah bahwa ilmu negara lebih mendapat perhatian dari ahli hukum,
sedangkan ahli sejarah dan ahli sosiologi telah tertarik pada ilmu politik.

Untuk uraian selengkapnya sebagaimana terlampir dalam bentuk power point

- HUBUNGAN IPOL DENGAN IPENG LAIN SECARA DIAGRAMATIK

KRIMINOLOG! POLITIK PSIKOLOGI

SOSIAL / SOCIETAS

SOSIOLOGI
MASYARAKAT

PSIKOLOGI SOSIAL
EKONOMI

KOMUNIIKASI PEMERINTAHAN

CATATAN :

MASING-MASING ILMU PENGETAHUAN MEMILIKI "FOCUS OF INTEREST"(OBYEK FORMAL)
DARI ASPEK TERTENTU YANG BERBEDA, WALAUPUN KESEMUA ILMU PENGETAHUAN TSB DI
ATAS MEMILIKI "OBYEK MATERIAL" YANG SAMA YAITU SOSIAL / MASYARAKAT / SOCIETAS ;
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2. FUNGSI-FUNGSI ILMU SOSIAL LAIN TERHADAP ILMU POLITIK

2 ILEEU - ILMU SDSIAL LAIN YANG DIPERLUKAN BAG! ILMU POLITIK SEBAGAT ILMU PEMBANTU, DAPAT
KITA GOLONGKAN MENJADI TIGA KATEGORI, YAITU:

1) | ILMU LAIN YANG SANGAT DIPERLUKAN BANTUANNYA (BERSIFAT MUTLAK);
2).  ILMU LAIN YANG BERSIFAT MEMBANTU (BERSIFAT TIDAK MUTLAK) ;. A
3).; ILMU LAIN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PENYELIDIKAN (TOOL OF ANALYSIS)

ILMU LAIN YANG SANGAT DIPERLUKAN BANTUANNYA (BERSIFAT MUTLAK) :
1) ILMU EKONOMI :

2) ~ MU HUKUM ;

3) - ILMU SEJARAH ;

4) MU SOSIOLOGI ;

ILMU LAIN YANG BERSIFAT MEMBANTU {(BERSIFAT TIDAK MUTLAK) :
PSIKOLOGI SOSIAL
ANTROPOLOGI SOSIAL ;
ILMU BUMI (GEOGRAFT)

.~ 1LMU LAIN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PENYELIDIKAN (TOOL OF ANALYSIS) :
i) STATISTIK:
2} FILSAFAT

PERBANDINGAN : ILMU POLITIK DAN ILMU EKSAKTA

ILMU POLITIK OBYEK MATERIALNYA ADALAH MASYARAKAT (SOCIETAS)
YAITU HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA LAINNYA, SEHINGGA
EKSISTENSI ILMU POLITIK BERSIFAT DINAMIS ;

BILA DIBANDINGKAN DENGAN ILMU EKSAKTA, MEMPELAJARI ILMU
POLITIK LEBIH SULIT KARENA :

MASALAH PERISTILAHAN (TERMINOLOGI) :
< BELUM TERDAPAT TERMINOLOGI YANG TEPAT DALAM ILMU POLITIK
UNTUK SUATU PENGERTIAN YANG SAMA ;
CONTOH:
L) 'l:‘nl.EchthmOLOGl “DEMOKRASI” BISA PUNYA PENGERTIAN BERMACAM-
% DEMIKIAN PULA UNTUK ISTILAH / TERMINOLOGI BIROKRASI,
PERBANDINGAN POLITIK, HUBUNGAN INTERNASIONAL, DLL ;

TIPIKAL MANUSIA :

% TIPIKAL MANUSIA BERMACAM-MACAM, ADA YANG
MENGARTIKAN POLITIK LEBIH MENITIKBERATKAN KEPADA :
» KEKUASAAN (STRUGGLE FOR POWER) ;
> DISTRIBUSI DAN ALOKASI NILAI-NILAI DALAM MASYARAKAT ;
> SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DLL ;
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Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lain

- PERBANDINGAN ILMU'POLITIK DAN ILMU EKSAKTA

OBYEK PENYELIDIKAN YANG HIDUP-
OBYEK MATERIAL ILMU POLITIK- ADALAH MANUSIA (WARGANEGARA)
YANG HIDUP YAITU SESUATU YANG:

: '.»a.  MEMILIKI KEINGINA
b, MEMILIKI KEMAMPUAN

o, BERPERILAKU, SEHINGGA RELATIF LEBIH SULIT DIPELAJARI DIBANDING
ILMU EKSAKTA. FISIKA, !LMU ALAM DAN ILMU KIMIA;

SEMUA PERSOALAN PDLITIK BERSIFAT PERSONAL
BISA SETUJU ATAU MENOLAK TERHADAP DEMOKRASI BARAT DENGAN
BERBAGAI ARGUMENTASINYA;
PENOLAKAN SESEORANG NAMPAKNYA BERSIFAT OBYEKTIF, TETAPI
PENILAIAN SESEORANG YANG DIDASARKAN KEPADA “VALUES™ (NILAI)
TENTANG BAIK DAN BURUK TETAP BERSIFAT “SUBYEKTIF? ;
LAIN HALNYA ORANG DENGAN “HUKUM GRAVITASI BUMIDARI NEWTON
DAN SIAPAPUN TAK DAPAT:MENOLAK KEBENARANNVA

TIDAK TETAPNYA OBYEK PENYELIDIKAN

. OBYEK PENYELIDIKAN F‘OLITIK BERUBAH SETIAP SAAT;

' PERTAMA KITA MENYELIDIKI MASYARAKAT PRIMITIF, KEMUDIAN
MASYARAKAT TRANSISI, BERIKUTNYA MASYARAKAT MODERN DAN
TERAKHIR MASYARAKAT ULTRA MODERN. PROSES INI MASIH TERUS
BERLANJUT DAN SELALU MENGALAMI PERUBAHAM ;

PERBANDINGAN ILMU POLITIK DAN ILMU EKSAKTA

6. MANUSIA BERKARAKTER

a. KITA MELIHAT MANUSIA HANYA DARI SOSOK S| MANUSIA
YANG NAMPAK SAJA YAITU FISIKNYA YANG CANTIK,
TINGGI, GEMUK, KURUS, DAN SEBAGAINYA, TETAPI KITA
SULIT MELIHAT KARAKTERNYA ;

DEMIKIAN PULA KITA TIDAK BISA HANYA
MEMPERBANDINGKAN SISTEM PEMERINTAHAN DENGAN
MELIHAT INSTITUSINYA SAJA, TETAPI HARUS DITELITI
PULA PROSESNYA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN,
FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGANYA SERTA HUBUNGANNYA
DENGAN INSTITUSI LAINNYA, DSB.

Latihan
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

l.
2.
3.

Jelaskan apa keterkaitan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan sosial yang lain !

Mengapa ilmu politik selalu terkait dengan ilmu pengetahuan sosial yang lain ?

Jelaskan satu persatu hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan sosial yang lain dalam
kehidupan modern saat ini?

35



Kckuasaan Politik

Paket 4
KEKUASAAN POLITIK

Pendahuluan

Dalam paket 4 ini fokus kajiannya pada kckuasaan politik. Materi ini diberikan kepada
mahasiswa agar mereka mampu memahami arti kekuasaan yang ada dalam kajian politik. Pembahasan
dalam paket ini mencakup arti kekuasaan politik, dimensi-dimensi kekuasaan politik, implementasi
kekuasaan politik, distribusi atau saluran yang terkait dengan kekuasaan politik.

Cakupan materi dalam paket 4 ini merupakan materi pokok yang harus diketahui oleh mahasiswa
agar mampu menguasai apa yang dimaksud dengan kekuasaan dalam politik, dimensi apa saja yang
terkait dengan kekuasaan politik, bagaimana implementasi kekuasaan politik serta bagaimana
kekuasaan politik tersebut diperoleh atau cksis.

Cakupan diatas disajikan dengan penampilan materi dan yang bisa juga dilengkapi dengan
ilustrasi gambar tentang keterkaitan antara berbagai komponen keilmuan yang semuanya diberikan
melalui presentasi akademik powerpoint yang telah dikonsep dan disampaikan oleh dosen.

Dengan pemaparan materi dan ilustrasi gambar ini, diharapkan mahasiswa mampu menyerap
materi dengan baik sehingga kemudian bisa dilanjutkan dengan berbagai diskusi, dialog dan tanya
jawab yang mengalir ke pola simulasi perkuliahan. Penggunaaan multi media, LCD, proyektor dan
screen dalam perkuliahan juga digunakan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan
indikator yang telah ditargetkan.
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Kckuasaan Politik

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang kckuasaan yang terkait langsung dengan kajian dan
dinamika politik.

Indikator
Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang arti kekuasaan politik
2. Menjelaskan dimensi-dimensi kekuasaan politik
3. Menjelaskan implementasi atau pelaksanaan kekuasaan politik
4. Menjelaskan distribusi kekuasaan politik
Waktu
2x50 menit
Materi Pokok

a. Arti kekuasaan politik

b. Berbagai dimensi dalam kekuasaan politik
c. Implementasi kekuasaan dalam politik

d. Distribusi kekuasaan dalam politik

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar

2. Memberi pertanyaan kepada mahasiswa tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan politik
3. Menjelaskan pengertian tentang kekuasaan politik

4. Brainstorming dengan mencermati tayangan ilustrasi presentasi sajian materi paket ini.

Kegiatan Inti (70 menit)

Menjelaskan definisi kckuasaan politik

Menjelaskan berbagai dimensi dalam kekuasaan politik

Menjelaskan implementasi kekuasaan dalam politik

Menjelaskan tentang distribusi kekuasaan dalam politik

Presentasi hasil membaca

Penggunaan pola tanya jawab (dialogis) dan diskusi. Mctode ini dimaksudkan agar dosen memberi
kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham dan atau
mengkonfirmasikan hasil pcmahamannya.

7. Penguatan dan feedback hasil diskusi dari dosen

SV AN -

Kegiatan Penutup (10 menit)
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
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Kckuasaan Politik

2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
3. Meclakukan absensi kepada mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas kepada mahasiswa agar membaca materi paket 5 tentang kewenangan dan
legitimasi dalam politik.

2. Mempersiapkan perkuliahan sclanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa
Meminta mahasiswa mengeksplorasi ilustrasi pemahaman tentang arti kekuasaan politik, dimensi
kekuasaan politik, pelaksanaan kekuasaan politik dan distribusi kekuasaan politik.

Tujuan
Mahasiswa dapat menggambarkan hasil pemahaman tentang arti kckuasaan politik, dimensi kekuasaan
politik, pelaksanaan kekuasaan politik dan distribusi kekuasaan politik.

Bahan dan alat
Laptop, LCD Projector, Screen, Spidol, white board, penghapus.

Langkah-langkah kegiatan

1. Meminta mahasiswa secara individual dan random untuk menjclaskan tentang arti kekuasaan
politik, dimensi kekuasaan politik, pelaksanaan kekuasaan politik dan distribusi kekuasaan politik.

2. Perhatikan arti kekuasaan politik, dimensi kekuasaan politik, pelaksanaan kekuasaan politik dan
distribusi kekuasaan politik.

3. Berikan respon verbal tentang arti kekuasaan politik, dimensi kekuasaan politik, pelaksanaan
kekuasaan politik dan distribusi kekuasaan politik.
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Uraian Materi
KEKUASAAN POLITIK

Pendahuluan
Definisi Kekuasaan Politik

Decfinisi tentang kekuasaan politik telah banyak dikemukakan olch para pakar sosiologi maupun
ilmu politik. Syahrial Syarbaini dkk. dengan mengutip karya Miriam Budiarjo menjelaskan antara lain

a. Mcnurut rumusan sosiologi versi Max Weber menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri
sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan yang dimiliki.

b. Menurut rumusan klasik versi Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan menyimpulkan bahwa
kekuasaan adalah suatu hubungan dimana sescorang atau sekelompok orang dapat menentukan
tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan pihak kelompok pertama. Dengan bahasa
yang lain menurut mereka berdua, yang dimaksud dengan kekuasaan (power) adalah kemampuan
pclaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain dengan sedemikian rupa, sehingga tingkah
laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.

¢. Menurut ahli kontemporer Narbara Goodwin, menyimpulkan bahwa kekuasaan adalah
kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh orang yang
bersangkutan tidak akan dipilih seandainya dia tidak terlibat, artinya memaksa seseorang untuk
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya,?®

Dalam mengurai tentang konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya,
yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani Politeia (berarti kiat
memimpin kota (polis)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk
membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi, misalnya dosen menyuruh
mahasiswa membuat tugas yang tak akan mahasiswa lakukan tanpa perintah dosen (untuk saat itu), hal
tersebut dapat diartikan dosen memiliki kekuasaan atas mahasiswanya. Kekuasaan politik dengan
demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa
kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka.

Jika seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi schingga berbagai
badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau
perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik.

Kekuasaan dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisabkan, dimana politik adalah
salah satu bentuk untuk memperoleh kekuasaan “how to get the power”. Ketika kita membicarakan
politik, maka sebenamya kita membicarakan suatu strategi bagaimana mendapatkan kekuasaan.
Kekuasaan adalah energi yang dimiliki oleh sescorang atau kelompok untuk memuluskan tujuan yang
ingin dicapainya. Kekuasaan dalam politik artinya menghimpun dan menempatkan energi setiap orang
dalam kelompok untuk memperoleh kekuatan dalam memuluskan dan mencapai tujuan yang hendak
dicapainya.

Kekuasaan dalam politik kadang kelihatannya sangat “kotor”, karena strategi sescorang atau
kelompok dalam berpolitik memungkinkan menggunakan berbagai cara yang pada akhirnya harus

* Syarbaini, Syahrial, dkk, Pengetahuan Dasar Hmu Politik, (Ghalia Indonesia. Bogor, 2011), 26

39



